
 

 

 

Para Pemohon Serentak Perbaiki Permohonan UU IKN  

 
Jakarta, 10 Mei 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan tiga perkara Pengujian UU 

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) pada Rabu (11/5), pukul 14.00 WIB dengan agenda 

Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 47/PUU-XX/2022, 48/PUU-

XX/2022, dan 49/PUU-XX/2022. 

 

Pertama, perkara 47/PUU-XX/2022 diajukan oleh seorang sopir angkot bernama Mulak Sihotang. Pemohon 

sebagai warga negara pembayar pajak merasa dirugikan atas pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan 

pemindahan IKN serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang bersumber 

dari APBN dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, 

pembentukan UU IKN sejak mulai dari perencanaan, penyusunan, pengesahan, atau penetapan harus bersifat 

transparan dan terbuka serta melibatkan partisipasi masyarakat dan melanggar peraturan tata ruang. 

 

Selanjutnya, perkara 48/PUU-XX/2022 dimohonkan oleh Damai Hari Lubis yang merupakan seorang advokat. 

Arvid Martdwisaktyo selaku kuasa hukum Pemohon pada sidang Selasa (19/4) lalu mendalilkan bahwa 

pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam UU IKN hanya butuh 42 hari dan pembentukannya 

tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang berkesinambungan. Pemohon juga mendalilkan, UU IKN 

dalam pembentukannya tidak memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan dalam masyarakat, 

baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis serta minim partisipsi masyarakat. 

 

Terakhir, S.M. Phiodias Marthias yang merupakan seorang pensiunan PT Chevron Pasific Indonesia tercatat 

sebagai Pemohon Perkara 49/PUU-XX/2022. Menurut Phiodias, UU IKN berpotensi akan terganggunya 

eksistensi masa depan bangsa Indonesia atau setidaknya berpotensi akan berkurangnya kualitas 4 (empat) 

tugas pokok dan fungsi Pemerintah Negara Indonesia dan itu nyata dan pernah dialami Indonesia. Dalam 

permohonannya, Pemohon mengatakan bahwa gagasan pembentukan UU IKN berpotensi menjadi beban 

masa depan bangsa. Hal tersebut terjadi karena landasan pertimbangan pembentukan UU IKN tidak 

memperhatikan perlunya penguatan pondasi pembangunan pencerdasan bangsa sebelum perjalanan bangsa 

melangkah lebih jauh.   

 

Terhadap ketiga permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan nasihat kepada 

Pemohon untuk memperjelas pengujian formil dengan uraian yang lebih spesifik serta memperbaiki sistematika 

permohonan.(TIR) 

 
Tentang Mahkamah Konstitusi 
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